ABSTRAK

Cross border insolvency timbul karena aset debitur berada di negara lain.
Terdapat 2 (dua) prinsip terkait cross border insolvency yaitu prinsip teritorial dan
prinsip universal. Namun prinsip tersebut memiliki kekurangan, sehingga muncul
prinsip universal dimodifikasi yang tertuang pada UNCITRAL Model Law on
Cross Border Insolvency sebagai pedoman hukum yang bebas untuk dimodifikasi
dalam pengadopsiannya. Selain itu, ada juga negara yang menerapkan asas
reciprocity sebagai syarat pelaksanaan putusan cross border insolvency. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan putusan cross border
insolvency dan upaya hukum apabila pengakuan putusan cross border insolvency
ditolak oleh pengadilan di negara aset debitur berada. Dengan menggunakan
pendekatan doktrinal, penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan
studi kepustakaan untuk pengumpulan data. Hasil penelitian mengemukakan
bahwa negara umumnya mengatur pelaksanaan putusan cross border insolvency
melalui hukum nasionalnya dengan menggunakan asas-asas hukum internasional,
serta memberlakukan perjanjian internasional. Jika putusan cross border
insolvency tidak dapat dilaksanakan, dapat dilakukan upaya hukum banding atau
relitigasi. Apabila upaya hukum tersebut tidak berhasil, negara asal putusan cross
border insolvency berhak melakukan diplomatic protection untuk memfasilitasi
pelaksanaan putusan cross border insolvency. Saran yang diberikan adalah untuk
harmonisasi dasar hukum melalui perjanjian multilateral yang kemudian
ditransformasikan menjadi hukum nasional.
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